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ABSTRAK

Teknologi reproduksi berbantu seperti In Vitro Fertilization (IVF) telah
menjadi solusi bagi sebagian pasangan yang mengalami masalah infertilitas. Salah
satu bentuk IVF yang menimbulkan kontroversi adalah penggunaan ibu pengganti
(surrogate mother), terutama berkaitan dengan status hukum anak, hak asuh, dan
keabsahan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Sejumlah negara Muslim,
termasuk Indonesia, melarang praktik surrogate mother. Namun demikian, Iran
sebagai salah satu negara Islam justru melegalkan praktik tersebut. Berdasarkan hal
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan ketentuan
atau aturan hukum mengenai praktik surrogate mother di Indonesia dan Iran.
Penelitian ini difokuskan pada aspek ketentuan hukum, dengan tujuan untuk
menganalisis perbandingan hukum yang mengatur praktik surrogate mother antara
Indonesia dan Iran. Di Indonesia, praktik ini dilarang berdasarkan Undang-Undang
Kesehatan, Peraturan Pemerintah, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang
menegaskan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip nasab dan
kesucian pernikahan. Sebaliknya, Iran melegalkan praktik surrogacy dengan dasar
fatwa dari ulama Syiah, yang didukung oleh ketentuan dalam Civi/ Code dan Act
Concerning Embryo Donation to Infertile Couples tahun 2003.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research) dan pendekatan normatif-yuridis. Sumber bahan
hukum primer dalam penelitian ini meliputi teks peraturan perundang-undangan,
peraturan pemerintah, serta peraturan menteri. Adapun bahan hukum sekunder
terdiri atas buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan bayi tabung dan
praktik ibu pengganti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melarang praktik surrogate
mother berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan serta fatwa
Majelis Ulama Indonesia yang menolak praktik tersebut karena dinilai melanggar
prinsip nasab dan kesucian pernikahan. Sementara itu, Iran melegalkan praktik ini
melalui regulasi nasional, seperti Act Concerning Embryo Donation to Infertile
Couples tahun 2003, serta mendapat legitimasi dari fatwa ulama Syiah. Persamaan
antara Indonesia dan Iran terletak pada keduanya menjadikan ajaran Islam sebagai
dasar pertimbangan etika dan hukum dalam isu reproduksi. Adapun Perbedaan
utama antara keduanya terletak pada struktur otoritas keagamaan dan hubungan
antara agama dan negara dalam merespons hasil ijtihad. Indonesia cenderung
mengambil sikap yang berhati-hati dan membatasi praktik surogasi, sedangkan Iran
memberikan ruang legal melalui ijtthad ulama yang diakomodasi dalam sistem
hukum nasional.

Kata Kunci: Perbandingan hukum, In Vitro Fertilization, surrogate mother.



ABSTRACT

Assisted reproductive technology such as In Vitro Fertilization (IVF) has
become a solution for some couples who experience infertility problems. One form
of IVF that has caused controversy is the use of surrogate mothers, especially
related to the legal status of children, custody, and the validity of contracts between
the parties involved. A number of Muslim countries, including Indonesia, prohibit
the practice of surrogate mothers. However, Iran as one of the Islamic countries
actually legalized the practice. Based on this, this study aims to examine and
compare legal provisions or rules regarding the practice of surrogate mothers in
Indonesia and Iran. This research is focused on the aspect of legal provisions, with
the aim of analyzing the comparison of the laws that govern the practice of
surrogate mothers between Indonesia and Iran. In Indonesia, this practice is
prohibited based on the Health Law, Government Regulations, and fatwa of the
Indonesian Ulema Council (MUI) which affirms that the practice is contrary to the
principles of nasab and the sanctity of marriage. In contrast, Iran legalized the
practice of surrogacy on the basis of a fatwa from Shia clerics, which was supported
by provisions in the Civil Code and the Act Concerning Embryo Donation to
Infertile Couples of 2003.

This research uses a qualitative method with a type of library research and
a normative-juridical approach. The primary sources of legal material in this study
include the text of laws and regulations, government regulations, and ministerial
regulations. The secondary legal material consists of books and scientific articles
related to IVF and surrogate practices.

The results of the study show that Indonesia prohibits the practice of
surrogate mothers based on laws and regulations in the health sector and the fatwa
of the Indonesian Ulema Council which rejects the practice because it is considered
to violate the principles of nasab and the sanctity of marriage. Meanwhile, Iran
legalized the practice through national regulations, such as the Act Concerning
Embryo Donation to Infertile Couples in 2003, and received legitimacy from the
fatwa of Shia clerics. The similarities between Indonesia and Iran lie in both making
Islamic teachings the basis for ethical and legal considerations in the issue of
reproduction. The difference lies in the structure of religious authority and the
state's approach to ijtihad. Indonesia tends to take a conservative and restrictive
stance, while Iran provides legal space for the practice of surrogacy through the
ijtihad of ulama institutionalized in national law.

Keywords: Legal comparison, In Vitro Fertilization, surrogate mother.
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MOTTO

“What you are not changing, you are choosing”

(Apa yang tidak kamu ubah, itu pilihanmu)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan
< Ba’ B Be
- Ta’ Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
- Ha H ha (dengan titik di
bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
D Zai Z Zet
o Sin S Es
8= Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
- Dad D de (dengan titik di
bawah)




L Ta’ T te (dengan titik di bawah)
5 7o z zet (dengan titik di
bawah)

‘Ain ¢ koma terbalik di atas
Gain G Ge

- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam L ‘el

a Mim M ‘em

o Nun N ‘en

) Waw AV W

° Ha’ H Ha

2 Hamzah ‘ Apostrof

s Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

533 Ditulis muta’addidah
3 Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
a&a Ditulis Hikmah
de Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.




RRPNERES Ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bilata’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.
kil 385 Ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
1. —mmilimmm Fathah Ditulis A
2. i Kasrah Ditulis 1
3. P Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
| Fathah + alif Ditulis A
' asaial Ditulis Istihsan
. £ A
Fathah + ya’ mati Ditulis
2. » o Unsa
] Ditulis
; Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
‘ i stal) Ditulis al- ‘Alwani
Dammah + wawu
Ditulis a
4. mati
Ditulis ‘Ulum
osle
Vokal Rangkap
] Fathah + ya’ mati Ditulis ai
. ah e Ditulis Gairihim
5 Fathah + wawu mati Ditulis au
' Js Ditulis Oaul

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof
Al Ditulis a’antum
Sxe Ditulis u’iddat

Xi



P58 Y

Ditulis

la’in syakartum

III. Kata Sandang Alif + Lam

a.  Bila diikuti huruf Qamariyyah
il Ditulis al-Qur’an
ekl Ditulis al-Qiyas
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan
huruf/ (el) nya.
Akl Ditulis ar-Risalah
¢ Luaill Ditulis an-Nisa’

IV.  Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

S0 Ol

Ditulis

Ahl ar-Ra’yi

Al Jal

Ditulis

Ahl as-Sunnah

A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Fiqih Jinayah
dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab,

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
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d.Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk hidup berdampingan melalui perkawinan
yang sah. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan
didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.! Keberadaan keturunan dalam perkawinan sering kali dianggap
sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga. Hak untuk membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan juga dijamin dalam Pasal 28B ayat (1)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah” > dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 39
Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah”.?

Meskipun demikian, tidak semua pasangan suami istri dapat
memperoleh keturunan secara alami akibat kondisi kesehatan seperti
infertilitas. Infertilitas adalah gangguan sistem reproduksi yang ditandai

dengan kegagalan mencapai kehamilan setelah satu tahun berhubungan

! Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.
2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).
3UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (1).



intim tanpa kontrasepsi. Penyebab infertilitas pada pria dapat berupa
gangguan produksi sperma, penyumbatan saluran reproduksi, dan gangguan
hormonal. Sementara pada wanita, penyebabnya meliputi kelainan saluran
tuba, gangguan ovarium, dan kelainan rahim.*

Perkembangan teknologi medis telah menghadirkan solusi bagi
pasangan infertil melalui teknologi bayi tabung atau In Vitro Fertilization
(IVF). Prosedur ini melibatkan pembuahan sel telur oleh sperma di luar
rahim sebelum embrio ditanamkan kembali ke Rahim. Metode bayi tabung
atau In Vitro Fertilization adalah penyatuan/pembuahan benih laki-laki
terhadap benih wanita yang dilakukan pada suatu cawan petri (di
laboratorium). Stelah terjadinya penyatuan tersebut (zygote) kemudian
diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita, yang biasanya pada
wanita yang punya benih tersebut (program bayi tabung).’

Terdapat salah satu bentuk bayi tabung yang memicu perdebatan
yakni, penggunaan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang
kemudian embrionya ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti (surrogate
mother).% Surrogate Mother adalah perjanjian di mana pasangan suami istri

bekerja sama dengan seorang wanita lain yang bersedia mengandung dan

4 World Health Organization, https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/infertility, akses 22 Mei 2024.
S Ibid.

6 Irham Dongoran, “Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam Analisis Magqoshid
Syari’ah”, Jurnal Syari’ah dan Hukum (2020), hlm. 72.
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melahirkan anak hasil pembuahan mereka sesuai dengan kesepakatan yang
telah dibuat bersama.’

Surrogacy terbagi menjadi dua jenis, yaitu Traditional Surrogacy dan
Gestational Surrogacy. Dalam Traditional Surrogacy, ibu pengganti juga
menyumbangkan sel telurnya, sedangkan dalam Gestational Surrogacy,
embrio yang ditanamkan sepenuhnya berasal dari pasangan suami istri yang
sah.® Penelitian ini berfokus pada Gestational Surrogacy karena praktik ini
sesuai dengan perkembangan teknologi reproduksi saat ini, di mana ovum
dan sperma berasal dari pasangan suami istri sah, lalu embrionya
ditanamkan di rahim perempuan lain yang hanya berfungsi sebagai wadah
kehamilan. Kajian ini akan menganalisis bagaimana hukum di Indonesia
dan Iran mengatur praktik surrogacy serta memberikan perlindungan
hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Di Indonesia, praktik sewa rahim pernah terjadi pada tahun 2009, seperti
yang dilaporkan dalam kasus artis Zarina Mirafsur yang menyewakan
rahimnya kepada pasangan dari Surabaya dengan imbalan berupa uang dan
fasilitas materi lainnya. ° Kasus ini menjadi sorotan karena memperlihatkan

celah hukum terkait praktik ibu pengganti di Indonesia yang masih

7 Brian Makatika dkk, “Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Lex Privatium (2023), him. 2.

8 Munawaroh, “Kedudukan Hukum Surrogacy Dalam Fertilisasi In Vitro Menurut Yusuf
Al-Qardhawi Dan Naser Makarem Shirazi”, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati (2021), hlm.3.

® Cindy Yulia Putri, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu
Pengganti (Surrogate Mother)”, Jurnal of Civil and Business Law (2023), hlm. 11.



dilakukan secara diam-diam meskipun tidak memiliki dasar hukum yang
jelas.

Praktik ini dilarang berdasarkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit,
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan
Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, serta
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025, mengatur bahwa
kehamilan melalui teknologi bantuan hanya diperbolehkan jika embrio
ditanamkan dalam rahim istri yang sah.

Sebaliknya, Iran merupakan satu-satunya negara Islam yang
melegalkan praktik surrogate mother. Legalitas ini didasarkan pada Civil
Code of the Islamic Republic of Iran tahun 1928, Act Concerning Embryo
Donation to Infertile Couples tahun 2003, serta fatwa para ulama Syiah
yang mendukung penggunaan teknologi reproduksi berbantu, termasuk
donor gamet dan praktik surogasi.'°

Dari pemaparan di atas, tampak bahwa Indonesia dan Iran sebagai
negara yang mayoritas berpenduduk muslim memiliki pandangan aturan
hukum yang berbeda mengenai pelaksanaan praktik ibu pengganti.
Berangkat dari perbedaan itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut
dalam penelitian ini sehingga penelitian ini penulis beri judul “TINJAUAN

HUKUM TERHADAP IN VITRO FERTILIZATION (IVF) MELALUI

Islam.

19 The Office of the Supreme Leader, https://www.leader.ir/en/book/32/Practical-Laws-of-
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SURROGATE MOTHER MENURUT HUKUM DI INDONESIA DAN
IRAN
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan
diatas, maka pada penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimana aturan hukum tentang ibu penggati (surrogate
mother) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan
Iran?
2. Apa sisi persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang
surrogare mother di Indonesia dan Iran?
C. Tujuan dan Kegunaan
Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui aturan hukum tentang ibu penggati (surrogate
mother) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan
[ran.
b. Untuk mengetahui sisi persamaan dan perbedaan ketentuan hukum
tentang surrogate mother di Indonesia dan Iran.
2. Kegunaan
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan dalam bidang perbandingan hukum terutama dalam

memahami ibu pengganti (surrogate mother) di berbagai negara.



b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam
menghadapi isu bayi tabung (In Vitro Fertilization) yang
menggunakan jasa ibu pengganti (surrogate mother), dan dapat
digunakan sebagai rujukan untuk penelitian yang relevan pada masa
yang akan datang.

D. Telaah Pustaka
Beberapa kajian atau literatur telah membahas persoalan ibu
pengganti atau sewa rahim seperti:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zahrowati dengan judul
“Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) dengan menggunakan Sperma Donor
dan Rahim Sewaan (surrogate mother) dalam Perspektif Hukum perdata”.
' Penelitian ini menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan melalui bayi
tabung dengan sperma donor dianggap sah jika diakui, sesuai dengan Pasal
280 KUHPerdata. Sementara itu, anak yang dilahirkan melalui proses bayi
tabung menggunakan sewa rahim dianggap sebagai anak angkat (Pasal 8
Stb. 1917/129).
Kedua, artikel jurnal berjudul “Akibat Hukum Sewa Rahim
Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”
yang ditulis oleh Brian Makatika, Dientje Rumimpunu, dan Stanly H.

Muaja.'? Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa hak dan kewajiban yang

11 Zahrowati, “Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) dengan Menggunakan Spema Donor dan
Rahim Sewaan (surrogate mother) dalam Perspektif Hukum Perdata”, Jurnal Halu Oleo Law
Review (HOLREYV), 2017.

12 Brian Makatika, “Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-undang No. 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Lex Privatium Vol. 11 No. 2 (2023).



timbul dari perjanjian sewa rahim (surrogate mother) berbeda dengan
konsep perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdata, karena
terdapat perbedaan dalam hak dan kewajiban yang dijalankan oleh para
pihak. Sementara itu rahim yang menjadi objek sewa dalam kasus surrogate
mother ini tidak dapat disamakan dengan benda atau barang yang menjadi
objek dari sewa menyewa sehingga antara perjanjian sewa rahim dengan
perjanjian sewa menyewa memiliki hak dan kewajiban yang akan dilakukan
para pihak berbeda. Oleh karena itu, perjanjian sewa rahim lebih tepat
disebut dengan perjanjian jasa ibu pengganti. Status hukum dari anak yang
dilahirkan dari proses sewa rahim (surrogate mother) bergantung pada
status perkawinan ibu pengganti yang melahirkan. Jika ibu pengganti
tersebut memiliki suami sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah
dari ibu pengganti dan suaminya. Namun apabila anak tersebut lahir dari
seorang surrogate mother yang berstatus janda atau gadis, maka anak
tersebut dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah karena lahir di luar
perkawinan. Untuk menjadikan anak hasil sewa rahim ini sebagai anak sah,
maka pasangan suami istri atau orang tua genetis dari anak tersebut dapat
melakukan pengangkatan anak.

Ketiga, artikel karya Randhitya Manggala Putra dengan judul
“Analisis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perjanjian

Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim”. ! Penelitian ini mengkaji hak

13 Randhitya Manggala Putra, “Analisis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari
Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim” Tesis Universitas Islam Indonesia (2021).



waris anak yang lahir dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim
dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta
mengevaluasi status hukum anak yang lahir dalam situasi tersebut. Hasil
dari penelitian ini adalah pertama, jika status perempuan yang menyewakan
rahimnya adalah perempuan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan atau
tidak memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak luar
perkawinan, yaitu anak yang dianggap dilahirkan karena perbuatan zina.
Jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang
sedang dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka
anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami istri yang disewa
rahimnya. Status hukum anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan
melalui sewa rahim menurut Hukum Islam merupakan anak dari ibu yang
mengandung. Kedua, jika orang tua yang menitipkan benih ingin memiliki
anak tersebut maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan
anak atau adopsi. Bagian warisan untuk anak angkat menurut hukum
perdata dapat menggunakan wasiat pengangkatan waris atau dapat juga
menggunakan hibah wasiat. Menurut hukum Islam, anak angkat berhak
memperoleh maksimal 1/3 bagian warisan pewaris sebagai wasiat wajibah
yang mana hal ini sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam.

Keempat, penelitian dengan judul “Surrogasi Rahim: Perbandingan

Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan — Implikasi Global



dan Lokal”. ' Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik surrogasi
diperlukan dokumen persetujuan yang komprehensif dan jelas untuk
mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Pembayaran kepada
ibu pengganti juga diatur secara berbeda di berbagai negara, beberapa
negara ada yang melarang atau membatasi pembayaran, ada juga yang
mengizinkan pembayaran. Penelitian ini dilakukan oleh Ni Nyoman Putri
Purnama Santhi bertujuan memahami regulasi surrogasi rahim di negara-
negara yang mengizinkannya, perbedaan pendekatan hukum, dan dampak
global serta lokal termasuk implikasi sosial budaya, dan hukum
Internasional.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kebaruan dalam penelitian ini
terletak pada subjek yang dijadikan perbandingan yaitu Indonesia dan Iran.
Para peneliti terdahulu belum ada yang membahas terkait tinjauan hukum
Indonesia dan Iran tentang surogasi. Oleh karena itu penulis kali ini tertarik
untuk meneliti dua negara tersebut sebagai kelanjutan dan pelengkap dari
penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis penyebab perbedaan hukum
antara Indonesia dan Iran mengenai In Vitro Fertilization melalui surrogate
mother, penelitian ini menggunakan teori Perbandingan Hukum. Teori ini

tidak hanya sekadar membandingkan berbagai sistem hukum, tetapi juga

14 Ni Nyoman Putri, “Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara
yang Melegalkan — Implikasi Global dan Lokal”, Jurnal of Social Science Research (2023).
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merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang cakupannya lebih luas
daripada sekadar kajian hukum itu sendiri.'?

Perbandingan hukum juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk
mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan, baik persamaan
maupun perbedaan hukum yang berlaku. Rudolf B. Schlesinger mengatakan
bahwa Comparative law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan
untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum
tertentu.'® Membandingkan hukum di sini bukan hanya mengumpulkan
perundang-undangan, tetapi juga mencari perbedaan dan persamaannya.
Selain itu, aspek utama dalam perbandingan hukum adalah menilai sejauh
mana peraturan atau kaidah yang dibandingkan dapat diterapkan dalam
masyarakat.

Dalam melakukan perbandingan hukum, langkah pertama yang
perlu dilakukan adalah mengidentifikasi elemen yang akan dibandingkan
(comparatum), kemudian menentukan subjek yang menjadi objek
perbandingan (comparandum), serta mengkaji karakteristik atau aspek yang
dimiliki oleh kedua elemen tersebut (tertium comparationis). Setelah semua
aspek int ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan tingkat

perbandingan yang akan digunakan, baik dalam skala makro maupun mikro.

15 Ratno Lukito, “Compare but Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di
Indonesia, Undang: Jurnal Hukum (2022), hlm. 263.

16 Md Shodiq, “Perbandingan Sistem Hukum ", PT. Mafy Media Literasi Indonesia (2023)
hlm. 1.
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Pada level makro, substansi perbandingan ada pada aspek legal system,

sedangkan level mikro, perbandingan itu difokuskan pada aspek aturan

hukum (body of rules). " Teori perbandingan hukum ini digunakan untuk

menganalisis aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Iran mengenai

IVF melalui surrogate mother.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang lain atau perilaku yang dapat diamati, dan dianalisis dengan tanpa
menggunakan teknik statistik. Penelitian ini merupakan penelitian
kepustakaan (library research), data kepustakaan didapat dari studi
kepustakaan yang mengacu pada berbagai sumber seperti peraturan
hukum, buku-buku, literatur figih, dokumen resmi, publikasi dan hasil
penelitian. '8

2. Sifat Penelitian
Penelitian ~ ini  bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Penelitian
deskriptif pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran
komprehensif tentang suatu kejadian atau fenomena yang sedang

berlangsung, dengan menguraikan beberapa variabel terkait yang

17 Ratno Lukito, Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode, Gadjah Mada
University Press 2016, hlm. 26.
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 107.
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sedang diteliti dan menjelaskan data yang terkait dengan situasi, juga

pandangan dari masyarakat.!”

Dalam konteks penelitian ini berarti
mendeskripsikan bagaimana ketentuan hukum tentang In Vitro
Fertilization melalui surrogate mother dalam hukum Indonesia dan
Iran. Data-data yang sudah dideskripsikan tersebut kemudian dianalisis
dan kemudian diperbandingkan. Adapun yang menjadi bahan analisis
perbandingan dalam penelitian ini adalah hukum Indonesia dan Iran
yang mengatur ibu pengganti (surrogate mother).

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif yakni, suatu pendekatan yang mengacu pada hukum

20 Proses ini

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
melibatkan penelusuran terhadap berbagai peraturan hukum dan
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sebagai dasar
penelitian.?! Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat dan mengkaji
rumusan masalah pada penelitian ini.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder,

dan tersier. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari

9 Rusnandi dkk, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus”,
Jurnal STAI DDI Makassar, him. 3.

20 Kornelius benus, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, (2020), hlm. 24.

2! Ragga Sugada, “Metode Pedekata Yuridis Dalam Memahami Sistem Peyelesaia Segketa
Ekoomi Syariah” Jural Ilmiah Ekoomi Islam (2022) hlm. 2861.
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sumber pertama seperti peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang ibu pengganti, yakni: Undang-undang No. 36
Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025, Civil Code of the Islamic Republic
of Iran 1928, and the Act concerning embryo donation to infertile
couples 2003. Sementara data sekunder yang digunakan oleh
penulis berupa buku, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan bayi
tabung atau ibu pengganti, dan juga skripsi-skripsi yang berkaitan
dengan bayi tabung atau ibu pengganti. Adapun data tersier hanya
mencakup kamus (hukum). Data yang dikumpulkan akan dianalisis
dengan menggunakan teori perbandingan hukum untuk
mengidentifikasi perbedaan dan persamaan regulasi mengenai

surrogacy di Indonesia dan Iran.

5. Analisis Data
Data-data yang sudah terkumpul kemudian dinarasikan dan
dideskripsikan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori
yang sudah dipilih, yakni teori perbandingan hukum. Hasil analisis
tersebut kemudian dikomparasikan sehingga dapat diketahui sisi

persamaan dan juga perbedaannya.
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G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan tinjauan hukum terhadap In Vitro Fertilization
melalui Surrogate Mother dalam hukum Indonesia dan Iran akan disajikan
dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai
berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat pembahasan mengenai tinjauan umum terkait bayi
tabung (IVF) melalui ibu pengganti. Bab ini memuat pembahasan tentang
Teori perbandingan hukum, sejarah mulanya praktik ibu pengganti,
pengertian ibu pengganti, bentuk-bentuk ibu pengganti, tekik pegguaa ibu
pengganti, faktor dan penyebab terjadinya ibu pengganti.

BAB III membahas tentang ketentuan/aturan hukum antara
Indonesia dan Iran terkait bayi tabung (IVF) yang menggunakan ibu
pengganti (surrogate mother).

BAB 1V berisi uraian analisis ketentuan hukum tentang surrogate
mother di Indonesia dan Iran serta persamaan dan perbedaannya.

BAB V bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau
jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat

sejumlah saran dan usulan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

A. KESIMPULAN

Perbandingan hukum mengenai praktik ibu pengganti (surrogate
mother) di Indonesia dan Iran menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan dalam regulasi, yang dipengaruhi oleh sistem hukum dan
pandangan agama yang dianut masing-masing negara. Indonesia melarang
praktik ibu pengganti, sedangkan Iran mengizinkannya dengan pengawasan
hukum yang ketat.

Di Indonesia, larangan terhadap praktik ibu pengganti didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi,
Permenkes Nomor 2 Tahun 2025, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang menyatakan bahwa surogasi bertentangan dengan prinsip Islam
Sunni dan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam nasab anak. Dalam
sistem hukum Indonesia, kehamilan di luar cara alami hanya diperbolehkan
bagi pasangan suami istri yang sah, di mana embrio yang dihasilkan harus
ditanamkan dalam rahim istri, bukan ibu pengganti. Dengan demikian,
perjanjian surogasi dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum
yang berlaku.

Sebaliknya, Iran memiliki pendekatan hukum yang lebih fleksibel
terhadap praktik ibu pengganti. Meskipun Act Concerning Embryo
Donation to Infertile Couples 2003 tidak secara eksplisit mengatur surogasi,

regulasi ini memberikan landasan hukum bagi teknologi reproduksi

72



73

berbantu. Fatwa Ayatollah Khamenei dan ulama Syiah lainnya juga
membolehkan praktik surogasi dengan ketentuan bahwa anak yang lahir
tetap memiliki hubungan nasab dengan pasangan yang menyumbangkan
sperma dan sel telur, bukan dengan ibu pengganti. Selain itu, dalam Pasal
10 Undang-Undang Perdata Iran 1928, kontrak surogasi dianggap sah
selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ketertiban umum.
Meskipun terdapat perbedaan mendasar, baik Indonesia maupun
Iran sama-sama mempertimbangkan aspek agama, nasab, serta
kesejahteraan anak dalam regulasi teknologi reproduksi berbantu. Indonesia
menekankan pelarangan total demi menjaga kejelasan hubungan keluarga
dan menghindari eksploitasi perempuan, sedangkan Iran memberikan ruang
bagi surogasi dalam batasan hukum yang jelas dan pengawasan ketat
terhadap pelaksanaannya. Oleh karena itu, studi ini menunjukkan bahwa
pendekatan hukum terhadap surogasi sangat bergantung pada interpretasi
agama, nilai sosial, serta sistem hukum yang berlaku di masing-masing

negara.

. SARAN

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang
dapat diberikan:
1. Untuk Indonesia, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai
implikasi hukum juga diperlukan aturan yang jelas tentang sanksi
hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak.,

mengingat perkembangan teknologi reproduksi berbantu yang
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semakin pesat. Regulasi yang lebih jelas perlu disusun untuk
menghindari praktik ilegal dan potensi eksploitasi perempuan dalam
perjanjian surogasi.

. Untuk Iran, meskipun praktik surogasi telah diizinkan, pengawasan
terhadap kontrak dan hak-hak ibu pengganti harus lebih diperkuat
agar tidak terjadi penyalahgunaan atau eksploitasi dalam
pelaksanaannya.

. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas
cakupan penelitian dengan membandingkan lebih banyak negara
yang memiliki sistem hukum Islam, baik dari kalangan Sunni
maupun Syiah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas
mengenai bagaimana hukum Islam merespons kemajuan teknologi

reproduksi secara global.
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